PEMBENTUKAN, SUSUN

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG

AN ORGANISAS!I DAN TATA KERJA

KANTCR PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK DAN

Menimbang

Mengingat

ARSIP DAERAH PROPINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-
undang Nomor "22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan

Data Elektronik dan Arsip Daerah Propinsi
Banten;

bahwa perioentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kantor Pengelolaan Data Elektronik
dan Arsip Daerah Propinsi Banten sebagaim.ana
dimaksud pada hwuruf a di atas periy ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan:

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negaia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1899 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara M. nor 3980);
Undany-tindang Momor 8 Tahun 1997 tentang
isorumen Perusahaan:
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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Neqgara
Nomor 3839):

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang  Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indunesia Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848):

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negar Yang

Bersih Dari Korupsi. Kolusi Dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851):;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Prepinsi  Banten
vembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4010);"

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
1979 tentang Penyusunan Arsip;

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun

1999 tentang Penyerahan dan Pemusnahan
Dokumen Perusahzan:

Peraturain Femerintah Nomor 88 Tahun
1959 tentang Pengalihan Dokmen

Perusahaan ke dalam Mikrofiim atau Media
lainnya dan Legalisasi'

Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom  (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2992

Peraturan  Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000  entang  Pedoman Organisasi
Perangkat Daerzh (Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun 2000 Nomor
1685),



13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pembinaar dan Pengawasan
atas  Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 ) e

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan
Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2001  Nomor 62,
rambahan Lembaran Negara Nomor 4099);

15. Keputusan Presiden Nomior 50 Tahun 2000

tentang  Tim  Koordinasi  Telematika
Indonesia:

16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002
tentang  Rencana  Strategis Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002
tentang 'l ata Cara Pembentukan dan Teknik
Penyusunan Peraturan Daerah (Lernbaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

Dz VAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan

PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

‘PERATURAN DAERAH PROPINS! BANTEN

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISAS! DAN TATA KecRJA KANTOR
PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK DAN
ARSIP DAERAH PROPINSI BANTEN

€9)



KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Daerah ini yang dimak-ud dengan
1 Daerah adalah Propinsi Banten:

2 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat

daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerzh
Praoinsi Banten:

Gubernur adalah Gubernui Banten;

Devian Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banten:;
Sekretanat Daerah yang selanjutnva disebut SFTDA adalzh
Sekretariat Daerah Propinsi Banien;

©  Sexrztans Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah
Sex-2taris Daerah Propinsi Baniten;

Lk i

\anor Pengelolaan Cata Elektronik dan Arsip Daerah yang
seiznjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pengelolaan Data
<lexironik dan Arsip Daerah Propirsi Banten;

5 Kenzia Kanter Pengelolaan Data Elekironik dan Arsip

Daerah yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala

Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Arsip Daerzh

Propinsi Banten: ‘ '

Fselon adalah tingkaian jabatan struktural;

Keiompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai

Negesri Sipil yang diberi hak dan wewenang sesuai

Kear annya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi
Penzzlolaan Datz Elekronik dan Arsip Daerah.
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BAB i
PEMBENTUKAN
Easal

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pengelolaan Data
Elektronik dan Arsip Daerah Propinsi Banten.



BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS|

Bagian Pertama
Kedudukan

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Kantor Pengeloiazn Cata Elekironik dan Arsip Daerah mempunyai
tugas membantu Gubernyr dalam penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangu_nan dibidang Pengembangan 7 eknologi Informasi
dan  Telematika ~Pendayagunaan  sistem informasi  dan
pengclahan  datg elektronik, pembinaan, penyelenggaraan,

pengumpulan sera pengelolaan kearsipan  di lingkungan
Femerintah Daeran

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal s

Jalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

pasal 4. Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Arsip Daerah

mempunyal fungs:

a pengumpuian bahan, penyusunan rencana dan program
kerja.

b peruinusan kedijakan dibidang sistem informasi. telematika

dan  kearsivan daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintanan,

perumusan standar dan prosedur pembangunan, pengelolaan
serta pemanfaalan data kearsipan daerah serta penggunaan
perangkat lurnak dalam rangka sistem informasi manacmen
pemerintak daerah,

2 panyusunan rencan=a dan program pengembangan sumber

daya manus'a dibidang teknologi informasi, telematika dar
kcarsipan daerah,

menunjang

]
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pembenan arahan, bimbingan, pengawasan dan supervisi
sesual bidangnya,

pelaksanaan  koordinasi dan kenacama dengan instansij
terkait sesuar bidangnya: t
Mmelakukan peneltian dalam upaya pengembangan sistem
dan peiavanan dibidang teknoloai informasi, telematika dan
ntormast kearsipan daerah:

pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan telematika
dalam rangka pengolahan data

Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data ser:
Pendayagunaan sistem informasr

belaksanaan fasiltasi bantuan teknis dibidang pengolahan

PP Sy
Laglle

belaksanaan evaiuasi pengendalian dan penyusunan laporai
hasil kegiatan,

melakukan penenmaan, pengumpulan pengelolaan dan
penemuan kemball Arsip In aktif di lingkungan pemerintah
daerah:

pelaksanaan pembinaan koordinasi kearsipan terhadap unit-
unit kerja dilingkungan pemerintahan daerah:

pelaksanaan pembinaan tenaga kerja dan tenaga ahli
kearsipan daerah secara langsung atau bekerjasama dengan
instansi terkait

pelaksanaan penyeleksian, penilaian Arsip In  aktif dan
penyerahan Arsip Statis kepada Arsip Nasioral Daerah dan
atau Arsip Nasional Pusat setelah mendapat persetujuan
pejabal  yang berwenang termaksud dalam peraturan
perundang-uncdangan yang berlaku dibidang kearsipan:
pelaksanaan pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai
guna; '
pelaksanaan urusan ketatausahaan:

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas
dan fungs:nya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

» Susunan Organisas! Kzntor Pengelolaan Data Elektronik dan

Arsip Daerah terciri dari :

a Kepala,

o Sub Bagian Tata Usaha;

¢ Seksi Manajemen Data Elektronik:

d Seksi Pergembangan dan Pendayagunaan Teknolog:
informasi

2 Seksilremuinaan Sistem ozn Perencanaan Kearsipan;

~
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f Seksi Pelayanan dan Pengeloliar
9. Kelompok Jabatan Fungsiona!
(2) Bagan Struktur Organisasi
Elektronik dan Arsip Daerah se
Lampiran Peraturan Daerah in

'V earsipan,

Kantor Pengelolaan  Daty
bacaimana tercantun, dalam

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fun

sebagian tugas Pemer;
kebutuhan,

gsional mempunya; tugas melaksanakan
ntah Daerah sesuai dengan keahlian dan

Pasal 8

(1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga

fungsional yang diatur dan ditetapkan  berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebzgaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)

Jenis dan jenjang jabatan furgsional sebagaimana dimaksud
daiam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(0) Kelompok  Jauatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang barlaku.

BAB Vi
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

(1} Pejabat Struktural Eselon Il kebawah dan Pejabat Fungsional
pada Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Arsip Daerah
diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai
Negeri Sipii yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
perunczng-undangan yang berlaku, |

(2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Strukiural
dan Fungsional sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.



BAB Vii
PEMBIAYAAN

Pasal 10 }1'

Pembiayaan Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Arsip i
Oaerah  Preoinsi Banten dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan czan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan

lainnya  vang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku

BAB Vili
TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melzxsznakan tugas, setiap cimpinan satuan organisas!
gan kelompc- tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip
kuordinast. Imzgrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya
Maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah

serta dengar instansi lain di fuar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas T 3sing-masing.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12
Pemaniaatar  sarana, prasarana, sumber daya aparatur/

kepegawaian can pembiayaannya diatur iebih lanjut dengan
Kepulusan G.zernur

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Fagdl 13

Uraian tugas cz7 masing-masing Jabatan Struktural pada Kantor
Pengelolaan Zz:z Elektronik dan Arsip Oaerah Propinsi Banten

disusun sece-z =rsendiri dalam Keputusan Gubernur,

Pasal.i4
Ke:cnuan 2 "ya  sebagar kelencgkapan dan pelaksanaan
Peraturar Dz=ztah inl akan diatur tersendiri dalam Keputusan
Gubern i,
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Uengan duetapkannyd Poraturan Dactah un maks Segala
Peraturan Perundang-urmm.:}:m yang mengatur hal yang sama
dinyatakan tidak berlaku taq

Dasal 1o
Per

aturan Daerah ini mulai berlaky, pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat  mengetahuinya, memerintahkan

Vengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lericaran Daerah
Propinsi Banten

-

iietapkan 4i S;r;".g
oada tangga! iz ap oo

N UBERNUR 3A NTEN,
ttd

H.D. MUNANDAR
Ciundangkan di Serang
padatanggal : ;us: 2000

SEKRETARIS DAERAH
PROPINS| BANTEN

ttd
DRS. H. AYIP MUFLICH

Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEMBARAN DAERAH PROPINS| BANTEN TAHUN 2002 NOMOR ::

Rl i T |



PENJELASAN

=
ATAS RANCANGAN @
PERATURAN DAERAH PROPINS! BANTEN %
NOMOR 32 TAHUN 2002 ‘
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGELOLAAN DATA ELEKTRONIK
DAN ARSIP DAERAH PROPINSI BANTEN

A UMUM

Sanwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22
Tanun. 5GCC tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang
Ne~or 25 Tahun 1939 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemernintanan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintahan
Nomor 25 Tahun 2060 tentang Kewenangan Perienntahan dan
Kewenanazn Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom
sena dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun
207 teniang  Pembentukan Propinsi Banten, maka dengan
acenye paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara
reoublik inconesia. yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi,
a7 Propins: Banien adalah Propinsi ke 30. Perubahan yang

s.57Gkan  tersebul diantaranya pada  pelaksanaan
t@nzn ¢ Daerah yaitu adanya pengembangan Daerah

ang iuas, nvata dan bertanggung jawab bagi Daerah
zins: Azoupaten/Kota.

Pemzenarn  otonomi kepada Daerah secacaimana
diea2skan talam Peraturan Perundang-undangan tersebut di
aies memoankan kepada Daerah lebih luas dan bertanggung
;2 menentukan  jumlah,  dan  nomenklatyr
Kz embagaan  Perangkat Daerah yang diserai adanya
pesmpanar pembpiayaan, sesuai dengan kewenangan Daerah
dar~ dilaksanaxan oleh Daerah berdasarkan kebutuhan.
notenst xaraxtensuk dan kemampuan Daerah itu sendiri

Peruzanan vang mendasar dari sisi kelembagaar juga
diszriar perubanan yang signifikan pada gari, kebijaksanaan, -
rco-amnas pengendalan serta pertanggungjawaban Perangkat
hz=zral.  Sspagaimana diamanatkan dalam Undang-undang
Nemor 22 Tahun 19299 tentang Memerintahan Daerah bahwa

zrangkal Daarah terdini dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah
dz- Kan'cr Pengzalolaan Data Elektrenik dan Arsip Daeran.
sznagar Lembaga Texnis Daerah



Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Arsip Daerah
adalah sebagai unsur penunjang Pemerintahan Daerah dalam
melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, yang jumlah

dan besaran organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan
Daerah '

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
sebagaimana dijelaskan diatas harus didasarkan pada
kebutuhan, kondisi, karakteristik, potensi dan kemampuan
Daerah, dengan selaiy mengacu dan memperhatikan
bidang/kelompok kewenangan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur _
dan menetapkan pcrimbangan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam pelaksanaan
penyelenggaraan Femeriniahan di Daerzh tidak memberatkan
bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan azas dekonsentrasi
diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai
Wilayah  Administratif untuk melaksanakan kewenangan
Pemerintahan tertenty, yang dilimpahkan kepada Gubernur
sebagai wakil Pemerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas
pembantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh
Femerintah Propinsi dan sebagian fainnya akan dilaksanakan

olen Daerah Kabupaten/Kota bahkan dimungkinkan oleh
Desa/Keiurahan

Sebagaimzana telah  diketahui daiam Undang-undang
yang mengatur Pemerntahan  Daerah sebelumnya  vyaitu
Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di  Daerah, Kelembagaan / Organisasi
Pemerintahan Propinsi terbagi dalam beberapa bentuk yaiiu
lembaga desentralisasi, dekonsentrasi Departemen Dalam

fvegeri. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Instansi Vertikal di
Daerah.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor
22 Tahun 1998, di Daeran hanya ada kelembagaan/organisasi
desentralisasi, kecuali beberapa bidang kewenangan tertentu
dan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11,
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Alas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan di atas.
maxa untuk mengakomodasikan Otonomi Daerah yang luas,
“yala tan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat
wndang-undang Nomor 22 Tahun 1999 i Preninsi Banten,
secara  nerchap dan  berkelanjutan  dilakukan penataan
ierhadap kelembagaan/ oiganisz =i Perangkat Daerah, sejalan
“engan usia/keberadaan Pemarintanan Propinsi Banten yang
rziatf masih naru, untuk depat se,ajar dengan Propins; lainnya
daiam Negaia Kesatuan Republik Indonesia.



Dari hasil kajian dan penataan dimaksud ditetapkan
Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan
organisasi Perangkat Daerah, yang pada oilirannya axan
melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai
kebiakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan padz
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang beriaku
dalam rangka penyelenggaraan umum Pemerintak2nar
rmbangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Alas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Kantor
Pengelolaan Data Elektronik dan Arsip Daerah, maka untux
kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat cziam
melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahznan.
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perle
meninjau kembali Keputusan Gubernur Nomor 03 tahun 2007

tentang Pembentukan, Susunan Orgarisasi dan Tats Keriz
Lembaga Teknis Daerah Propinsi Banten.

.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR
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